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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan
karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi
DKl Jakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang
direncanakan sesual dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini merupakan hasil
dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada
masyarakat oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai
mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomar 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan sebagal PPID
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas
Kessehatan Nomor 331 tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakara
tahun 2024. Dinas Kesehatan sejak tahun 2022 berpartisipasi pada Monitoring
Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh
Komisi Informasi Provinsi DK Jakarta. Pada Monev Tahun 2023 Komisi Informasi
telah menggunakan Elektronik Monitoring Evaluasi Keterbukaan Informas| Badan
Publik (e-Monev KIP), sehingga Badan Publik mengisi Self Assesment Questionair
(SAQ) langsung melalul e-Monev KIP Tahun 2024 dimulai dari pengisian SAQ e-
Monev tanggal @ agustus s.d 10 september 2024.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakarta meraih penghargaan Badan Publik
Informatif dalam acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang
diselenggarakan oleh Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengen ai
kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendckumentasian informasi publik yang
telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi, Diharapkan adanya
saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan
Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Jakartd, b Januari 2025
Sekretaris Dinas Hesahatan Provinsi DKI Jakarta
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Dinas Ke FTa Proving DK Jakarta

ia Sundari, MARS
07262011012008
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LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

1.1. KEBIJAKAN UMUM LAYANAN INFORMAS| DAN DOKUMENTASI
PUBLIK

Informasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam
melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. Peranan besar
FPemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi
pondasi penting lahirnya  transparansi, partisipasi, kejelasan dan
kepastian informasi di masyarakat. setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah, balk Pusat maupun Daerah harus mengakomaoadir
pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam mempercleh
informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good govemance) dan berlaku bagi seluruh
instansi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi DK| Jakarta, Berbagai
upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada
masyarakat diantaranya melakukan perubahanfinovasi digital dalam
bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu,
dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta telah menetapkan regulasi Nomor 175 Tahun 2018 tentang
Layanan Informasi Publik sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan
melalui Peraturan Gubernur Provinsi DK Jakarta Nomor 40 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan
Dokumentasi, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih
optimal.

Peraturan Gubemur Nomor 40 Tahun 2024 secara garis besar
menjelaskan mengenai Kelembagaan PPID, Jenis Informasi Publik, Alur
Mekanisme Pelayanan Informasi Publik Pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui PPID.



Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan
dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025
tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat
Pengeicla Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi
DKl Jakata memberikan layanan informasi publik melalui PPID
Fenunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta sebagai PPID Dinas Kesehatan Provinsi DK Jakarta ditetapkan
melalul Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 331 Tahun 2024,

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakaris
menetapkan Standar Pelayanan Provinsi DKI Jakarta Nomor 302 Tahun
2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kesshatan
Provinsi DKl Jakarta. Pada Standar Pelayanan menginformasikan
mengenai Tata Cara Permohonan Informasi Publik yang terdiri dari tata
cara memperoleh informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas
permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnyaltidak
puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik,
Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di web/portal PRID

Dinkes htips://ppid-dinkes jakarta.go.id menu Standar Layanan.

Semua Indikator Pengumuman dan Penyediaan Informasi Publik
serta SOP Layanan Informasi Publik Dinas Kesehatan sesual ketentuan
Monev Tahun 2024 telah terpublikasi melalui webiportal PPID Dinkes

hﬁgs:ﬂggid-dinkes..'[akarta.gn id.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan Informasi Publik PPID, telah mengatur Standar
Operasional Prosedur untuk diumumkan dan disebarluaskan. Dinas
Kesehatan telah membuat 7 (tujuh) SOP layanan informasi publik yang
telah  terpublikasi di weblportal PPID Dinkes https:/ippid-
dinkes.jakarta go.id/sop sebagai berikut:

1) S0P Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;

2) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik:

3) SOP Fasilitasi Sengketa Publik;

4) S0P Pengujian Konsekuensi Informasi Publik;

5) SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PPID:

6) SOP Keberatan Informasi Publik:

7} S0P Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik,




Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provisi DKI
Jakarta, selaku Pejabal Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi
DKl Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 18 Tahun 2024 tentang
Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi DK Jakarta
tahun 2024,

Alur parmohonan informasi melalui PPID Dinkes dapat dilakukan
secara online dengan akses web https://ppid-dinkes jak o0.id dan klik
menu permchonan Form Permoheonan Informasi Publik https:/ippid-
dinkes jakarta.go.id/form_permchonan informasi. Kategori permohonan
terdii dari permohoanan Perorangan, Lembaga/Organisasi, dan
Kelempok Orang. Pemohon diminta mengisi data melalui formulir
permohonan dan unggah/upload KTP Pribadi (Perorangan), atau KTP
Fimpinan dan Akte Pendirian (Lembaga/Organisasi), atau KTP Pemberi
Kuasa dan Surat Kuasa (Kelompok Orang).

Alur permeohonan ijin penelitian secara online dengan akses web
https /ippid-dinkes jakarta go.id dan klik menu permohon Penelitan dan
mengisi form Permohonan penelitian melalui formulir pemohon dan
unggah/upioad surat permohonan dan Institusi perihal jjin penelitian yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, KTP,
KAK/proposal, kaji etik, ijin PTSP (jika penelitian bukan dalam rangka
tugas akhir pada menu ini pemohonon juga dapat melakukan pengecekan
persekclah/kuliah dan penelitian yang tidak didanai oleh APBN/APBD),
rekomendasi Kemendagri (untuk penelitian Nasional-2 Provinsi atau lebih)
, surat dari BRIN (jika peneliti utama WNA), kuesioner atau daftar
wawancara (optional), surat pernyataan yang ditandatangani diatas
materai, pada menu jjin penilitian pemohonan juga dapat melakukan
pengecekan permohonan yang sudah dikirimkan dengan memilih cek
status permohonan maka akan tampil riyawat permohonan dari pemohon.

Il. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK
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SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Dinas
Kesehatan Provinsi DK| Jakarta telah didukung dengan ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam
mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:



2.1.1 Sarana

Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan

pemohon informasi menyampaikan permohanan informasi publix

Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

1) Kursi tamu,

2} Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;

3) 2 (dua) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan
internat;

4) 1 (satu) roll banner Prosedur Permohonan Informasi Publik;

5) 1 (satu) roll banner Tugas dan Fungsi PPID;

6) 1 (satu) roll banner Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi
Publik;

7) 1 (satu) roll banner Standar Pelayanan Dinas Kesehatan;

8) 1 (satu) roll banner wakiu pelayanan PPID;

9) Form Pengaduan:

10)Farm Permohonan Informasi;

11)Form pengaduan dalam bentuk braille

12)Form Permohonan Informasi dalam bentuk braille;

13)Leaflet Standar Pelayanan Dinas Kesehatan

14) Ruang tunggu,

15)Parkir disahilitas;

16)Kursi roda untuk disabilias dan lansia;

17) Walker alat bantu jalan untuk disabilitas dan lansia;

18)Ramp;,

19) Toilet disabilitas

2.1.2 Prasarana

1. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohen informasi publik
yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalul
telepon/fax (021) 3451338 dan email dinkes@jaka rfa.go.id;

2 \Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh
seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link:
http:/ippid-dinkes jakarta.go.id yang melipub 4 (empat) sub menu,
yaitu:

a. Sub menu Profil (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, PPID
Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakarta dan Profil Pejabat
Struktural),

b. Sub menu Informasi Publik (Daftar Informasi Publik, Informasi
Berkala, Informasi Serta-Merta, dan Informasi Setiap Saat),

¢. Sub menu Standar Layanan {Prosedur Layanan Informasi Publik,
Prosedur Pengelolaan Keberatan Informasi Publik, Prosedur
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, Prosedur
Penanganan Sengketa Infermasi, SOP PPID, Kanal Layanan

4



Informasi, Maklumat Informasi Publik, Waktu dan Biaya Layanan,
Standar Layanan ),

Sub menu Regulasi;
Sub menu Galeri (Infografis, Video, Konten),
Sub menu Laporan (Laporan Tahunan Pelayanan Informasi);

Sub menu Berita (Berita PPID, Sosialisasi PPID, Artikel
Kesehatan, Informasi Kesehatan, Siaran Pers)

@ ™ 8 o

2.2.SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliput
proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draft
jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan serta pelayanan Informasi publik, hingga ke proses
sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh
PPID Dinas Kesehatan, Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala
Dinas Kesehatan Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan
Penetapan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakarta Tahun 2024,
maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Kesehatan juga dibantu oleh
Sekretaris, Tim Pertimbangan PPID, dan beberapa bidang yang
ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang
Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, sera
Sekretariat PPID,

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada
pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian cleh Unit
Pengelola Teknis Pusat Data Informasi Teknologi Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selain bertindak sebagai admin sistem,
juga bertugas melakukan monitoring pengelolaan  permochonan
informasi publik secara online.

Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI| Jakarta
melakukan tugas mengelola PPID serta memastikan pelayanan
informasi publik berjalan sesuai prosedur dan memberikan informasi
tatacara permohonan melalui PPID bagi pemohon yang datang secara
langsung, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan
melaporkan hasil monitoring secara berkala dan melaporkan kepada
PPID Dinas Kesehatan.

Seksi Standarisasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya
Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan
(SDMK) menindaklanjuti semua permohonan informasi yang betujuan
untuk penelitian.



Seluruh Seksi, Subbag dan Subkor di Dinas Kesehatan bertugas
untuk menindaklanjuti permohonan informasi yang meliputi pekerjaan
dan program yang dikelola sesuai disposisi dari Sekretaris Dinas selaku
PPID Dinas Kesehatan.

2.3.ANGGARAN

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas
Kesehatan Provinsi DKl Jakarla Tahun Anggaran 2024 Dinas
Kesehatan telah mengakomodir pelaksanaan PPID Sebesar
Rp. 40.922.690 untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat
koordinasi serta alat tulis kantor dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data
Informasi Teknologi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
mengakomodir anggaran kegiatan PPID Rp. 17.236.860 untuk
kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor,
Rp. 1.730.267.584 untuk kegiatan pengelolaan sistem informasi
Kesehatan.

lll. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

3.1 JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024, PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
telah memberikan pelayanan informasi kepada 897 pemohen informasi publik,
dengan rincian sebanyak 801 pemohon informasi individu (persecrangan), O
pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum dan 98 pemohon
informasi kelompok orang. Semua permohonan informasi diberikan secara
tidak langsung, baik melalui Surat/Email maupun portal/website FPID Dinas
Kesehatan Provinsi DK| Jakarta hitp.//ppid-dinkes jakarta go.id.

3.2 WAKTU

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permochonan
informasi publik adalah selama 10 hari kerja setelah dokumen diverifkikasi
lengkap dan informasi yang diminta tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta, jika informasi publik yang diminta dan dibutuhkan koordinasi lebih
lanjut maka akan di informasikan kepada pemohon untuk perpanjangan waktu
penyampaian jawaban.

3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Setiap permcheonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan
dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dan seluruh



permohenan informasi publik yang diajukan sebanyak 897 pemaohon , terdapat
sebaryak 687 pemohon informasi yang telah menerima jawaban permaohonan.

14 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK
Dari Permehenan Informasi publik yang diajukan sebanyak 879 yang
masuk dan terdapat sebanyak 230 permohonan informasi yang ditolak dengan
alasan :
a. Pemohon pengajukan lebih dari 1 kali dengan permohonan dan
perihal yang sama
b. Data yang diajukan tidak terdapat di Dinas Kesehatan

¢ Data Individu tidak dapat dikeluarkan karena termasuk kedalam
daftar data informasi publik yang dikecualikan

e
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IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan aleh PPID
Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakara, terdapat beberapa hambatan dalam
kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, &i antaranya

4.1 KENDALA EKTERNAL

1. Meski sudah disematkan informasi terkait pelayanan informasi
publik masih ada beberapa pemchon yang datang langsung ke
untuk tatacara permohonan Informasi Publik dan ljin penelitian;

2. Meski sudah terdapat menu cek status permohonan masih ada
pemohon yang datang langsung ke Dinas Kesehatan untuk follow
up progress permachonannya;

3. Masih ada pemochon yang mengajukan lebih dar 2 kali dengan
permohonan yang sama,

4. Masih ada pemohon yang meminta data Individu yang termasuk
dalam daftar Informasi yang dikecualikan,

4.2 KENDALA INTERNAL

1.Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara  berkala,
Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya
menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan
memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-
Undang Keterbukaan Informasi Publik;

2 Meskl telah dilaksanakan rapal koordinasi dan sosialisasi secara berkala,
Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya mengerti
penggunaan S| PPID dalam menindakianjuti permohonan informasi serta
belum secara konsisten mengelola dan meng-update informasi terbuka
baik informas| berkala, serta-merta dan setiap saat yang terpublikasi di
portalwebsite PPID Dinas Kesehatan,

3.Petugas Seksi dan Sub Bagian Dinas Kesehatan juga masih belum

seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga

masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan |awaban terhadap

parmohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang

terbuka sesual dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku,

| sehingga dapat menyebabkan terfundanya penyusunan drafl jawaban
permohonan informasi;



V.

Vi.

4 Belum semua UKPD/UPT Dinas Kesehatan memahami adanya PPID
sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keterbukaan
informasi di suatu Badan Publik dan adanya portaliwebsite PFID Dinas
Kesshatan yang memusat berbagal jenis informasi serta dapat menerima
parmohanan informasi secara onling.

5.Belum adanya menu upload hasil penetian, sehingga admin Seksi
Standarisasi dan Pengembangan SDMK koordinasi secara manual
kepada masing-masing peneliti

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik pada
pelayanan informasi publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakarta
selama Tahun 2024,

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak
lanjul pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang
diselenggarakan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakarta pada
waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh
Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan
terhadap layanan informasi publik melalui PPID, secara
berkesinambungan perlu dilaksanakan Pertemuan Koordinasi
berupa Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus
Group Discussion untuk dapat memberkan penjelasan seria
berdiskusi bersama dengan Bidang/SeksifSub Bagian dan
UKPD/UPT Dinas Kesehatan mengenai tugas, pokok dan fungsi
PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi
publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengkefa
informasi publik;

2. Mendorong UKPD untuk membuat dan menetapkan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Surat
Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Strukftur
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentas| Utama dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana,
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Pemutakhiran Sistem Informasi PPID dan portai'website PPID Dinas
Kesehatan Provinsi DKl Jakarta secara berkesinambungan agar
labin memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara
anlineg;

Pengembangan Sistem Infarmas| PPID yang akan digunakan oleh
seluruh Petugas Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan
informasi kepads masyarakat;

Pengoptimalan desk pelayanan informasl di Dinas Kesehalan agar
layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;

Mendorong semua UKPD yang tertuang pada Kepulusan Gubemur
Nomor 82 Tahun 2025 untuk memaksimalkan pemanfaatan Website
PPID masing-masing.

Menambah menu upload hasil penetian, sehingga mamudahkan
admin Seksi Standarisasi dan Pengembangan SOMK dan semua
hasil penelitian dapat rekam pada PPID Dinas Kesehatan

6.2 RENCANA TINDAK LANJUT

1.

Metaksanakan Pertemuan Koordinasi PPID Dinas Kesahatan
bersama Bidang/Seksi'Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas
Kesehatan dengan mengundang Narasumber dari Komisi Informasi
dan PPID Provinsi DKI Jakarta;

Mengskola dan mengembangkan Sistem Informasi PPID dan
portal/website PPID Dinas Kesehatan Provinsi DK| Jakarta secara
berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan arahan Komisi
Informasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;

Mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik {DIP) secara
berkala dan melaksanakan penginputan pada S1 PPID Dinas
Kasehatan Provinsi DK| Jakarta agar seluruh dokumen infarmasi
publik dapat terdokumentasi dengan baik;

Mengoptimalkan desk pelayanan informasi di Dinas Kesshatan agar
layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;

Menylapkan anggaran khusus pengelolaan PPID Dinas Kesehatan
di APBD Tahun 2025 yang melekat dl Sub Bagian Umum Dinas
Kesehatan;

Menerbitkan Instruksi Kepala Dinas agar semua Kepala UKPD yang
ditetapkan memberikan layanan kelerbukaan Informasi dan
menetapkan PPID serta mengembangkan Sl PPID

11



LAMPIRAN

1. Website/situs/portal resmi (Utama) pada website
https:iidinkes. jakarta.go.id/
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3. Jumlah Viewars Website

Visitor Counter

Vis. inday 246
Visats 105 488
Pag.
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5. PortallWebsite Resml PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKl Jakarta:
i in .go.id

selamat Datang di Portal Resm:

PPID Dinas Kesehatan
Provinsi DK| Jakarta

Lk

DRAS NEITHALRR
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B. Profil PPID PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

7. Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan secara online malalul
Portal hitps://ppld-dinkes_jakarta.go.id

Form Fengajuan Lo Stz Col Sty
KEDemian Permohaonan Pengts Lan

e mas Publi nicimiag Abli Kehersten




£ T P ten et e Fobke

Pansgajuan Ko brolan

Hermar Fyrmatanan

Alanah § chetiene

B. Media Sosial Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
Media Sosial Dinkes DKI

&8  inos Essuhaton Provins n#.ldmu_u
@ Dinos kasohaton Frovins D Jokorts

Dinas Kesshaton Provins! DK Jokorto

n [enos Eesehatom Provins DK Jokorta

l'.r Dinas Eesehatan Provins DK Jokarto
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